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PERATURANDAERAH .. NOMOR2 TAHUN 2011
PERATURAH BUPATI NOMOR 14 . TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR: 2 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWUY,

Menimbang : a. bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan
. danfatau kedudukan sosial-ekonomi yang lebih baik
bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak
atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya,
dan oleh karena itu wajar apabila setiap wajib pajak
diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau
kenikmatan yang diperolehnya kepada daerah untuk
_ kesejahteraan rakyat melalui pajak;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat {2) huruf
‘j Undang-undang- Nomor 28 Tahun 2009 tentang
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan
- Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan
salah satu jenis pajak pusat yang di daerahkan
-+ -‘kepada = kabupaten guna menjadi sumber
.. . Pendapatan Asli Daerah (PAD) vyang potensial
. - untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan

: ., o0 dan pembangunan daerah;

.c. bahwa..............




engingat : 1.

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

D
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan. ‘658 tont
Undang-Undang Nomor 29 4mac_._ 59 tentang
Vmaumﬂexm: Daerah-Daerah 4_:mxmﬁ Il Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun A@m.m
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286 );

tang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten :
chcam Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor .ﬂm_ l_‘chm:mq
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

ndang-Undang Nomor 19 Tahun 1897 tentang
Wmmmmw@sm: vm_Mx dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686
Sebagaimana telah diubah dengan cﬁmam;c:am:.n
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor A.Nw. ._,msumam_u.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Eembaran Negara Republik indonesia Tahun moo.&
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
sia Nomor 4389,

m_m%mm@-c:amze Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor l_wm, Tambahan
L.embaran Negara Republik _aoammm Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara A

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

8. Tambahan.........

-t Nomor 4049); ‘
- 11. Peraturan ‘Pémerinitah Nomor 136 Tahun 2000

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
.. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
. dan  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia ~Tahun 2004 'Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

. Nomor4438), B ‘

7. Undang-Unidang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dah Refribusi Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5048);" ,,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986
tentang. Tata; Cara Pemeriksaan Di Bidang
Perpajakan: (Lembaran Negara Republik Indonesia
. Tahun 1986, . Nomor. 48, Tambahan Lembaran
.- Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
10. Peraturan. Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata - Cara - Penyitaan: Dalam Rangka

- Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan rmaama_: Negara Republik Indonesia

it .

tentany Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang
.Umwmocmm_xmq_.ﬂm:_._u.ma:m_mu Secara Lelang Dalam
Rangka Penagihan Pajak ‘Dengan “Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4050);

12. Peraturan Pemerintah, .. .



12.

13.

14.

15..

16.

17.

18.

18.

4

_UQmEqm: Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata

" Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 31,
Tambahan rmacm_.ms memqm mmncw__w Indonesia Nomor
4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 ._‘m_,,cz 2005 tentang Dana
Perimbangan Fmaumqm: Negara Republik indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 4575),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

“Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

' Negara Republik indonesia Nomor 4578);
. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik indonesia

“Tahun - 2007 Nomor 82  Tambahan Lembaran Negara

Républik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 3¢ Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah | (Lembaran Negara
Republik.. indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4738),

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
- Cara. Penghapusan - Piutang Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik.

indonesia Tahun woom 2039, 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik _:aozmm_m Nomor 4488);

Peraturan Daerah Kabupaten ‘Luwu Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan. Pemerintahan yand menjadi Kewenangan
pemerintah Ummqm: ch%mﬁm: Luwu;

- 19, Peraturan...

Menetapkan

-5-

20. Peraturan Daerah. . Kabupaten 'L
Per . paten "Luwu Nomo _
Tahun 2009 “tentang Penetapan >=mm§%

Pendapatan .dan Belanja Dae
Tahun Anggaran2010. _ i xmc_.__umﬁm: L

LR

.. Dengan: _um.,mmg:s: mm_,mm:.m

DEWAN PERWAKILAN _»>_A<>._. DAERAH KABUPATEN _rcsc

dan
BUPATI LUWU
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTAN |
G PAJ
BANGUNAN PERDESAAN DAN _ummxowx%wk MI DAN

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan

pemerintahan oleh Pemerintah. Daerah dar
: an Dewan Pe i
Rt Darah et s canon an e peranuan
e nomi seluas-luasnya dalam sist
prinsip- Negara ‘Kesatuan Republik Indonesi sistem dan
 dimaksud dalam Undana- p ndonesia sebagaimana
Indonesia Tahun1945. @.C:.gm:u Dasar” memqm Republik
Pemerintah - Daerah * adalah B
upati dan ' perangk
chmmm,.czmcq penyelenggara ‘Pemerintahan __wmm_‘mﬂ.m” parah
- Daerah olonom, slanjutnya disebut daerah adalah kesatuan
.sm:%mnmzw wamﬁﬂw_mmmnamsvc:ﬁm batas-batas wilayah yang
A awal Ge mengurds Urusan pemerint
kepentingan masyarakat ‘seternpat ‘r pemerintahan dan
pat menurut prakars iri
_um_dmmm%m: mmv__.mw* Sm@maxmﬁ amxm..: mwﬁ&ﬁm %MMMM

Daerah adalah penyelenggaraan urusan

.....
H

4.Bupati adaiah
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4. Bupati adalah Bupati Luwu. !

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu, yang
selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan - daerah’® sesudi. dengan peraturan perundang-

~ undangan. S e :

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang/Peraturan Daerah, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. )

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu.

10.Nomor Pokok Waijib Pajak Daerah adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai. sarana dalam administrasi
perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri. atau identitas Wajib Pajak dalam-melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya. = .. | _

11.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
“pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleb orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan dan pertambangan. _

12.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan

pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
SR 13. Bangunan adalah......

T et o et o e i

. 13.Bangunan  adalah konstruksi  teknik yang ditanam atay

dilekatkan secar fan/: T
laut, ecara tetap pada tanah dan/atau perairan dan/atay

3

ol g T ‘ajak, yang. selanjutnya . disingkat
adalah harga- rata-ratg yang diperoleh dari qma%_% Lm,,.__L mmw

yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak’

 jual bel a wajar, dan bilamana tidak terdapa .

S i oy it mlal prandigan harga dngan

15 m.mémm.é, 5 SEIenS, atau. nilai perolehan baru, atau NJOP
-Subjek Pajak adalah orang pribadi atay badec .

. dikenakan pajak daerah, 'g pribadi atau badan yang dapat

Wajib  Pajak adalah ora 9 pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak perfiotong paj ;
, pajak, penic ajak, dan pemungut paj
ﬁwﬁw::ﬁ_ hak dan kewajiban _.nm_,_u.mm.mxm_a__Mmmemmmewmm
d..m vmsmsmw_“_ .%Mﬁﬂm_.qwm vﬂcwﬂm;@é:am:mm: perpajakan daerah

.. | agaiah orang pribadi atau bada :
| .wmumammcam*. Jawab atas -pembayaran pajak,” Hm:smw:” wﬂﬂm
--yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak

sesuai ketentuan pe ;
 Saarap, rontuar p “.mﬁc_,m:_h Pperundang-undangan Pperpajakan

_.“ 18.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau

-Jangka. waktu lain yang. diatur den
g SR -@ialur .gengan Peraturan Bupati pali
Wwﬂmmx.wzw%mw: wm_ﬂw _wm_mzam_ﬁ_émam menjadi dasar %Mm_ @w“mm
torutang. | a9 menyetor, dan melaporkan pajak yang
A@.wmmwx, <m3@ ﬁm—.ﬁ‘_ﬂmﬂ_u. ,mﬂm—m—“- Vs R oo . .

U3ty seat el r valan pajak yang harus gdibayar
S e P s o e o 2
‘=aglan . tahun . Pajak  sesuai. dengan ketentuan . peratur,

2 ,wmﬁam:mﬂcawém: perpajakan daerah, .. ., an
: Yol lahgkat giatan mula i
penghimpunan-data objek pajak dan subjek v&mx.‘umsw_zhwu

21. Surat _umgamn”mzcg..:.;..



v
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- 24.Surat Pémberitabuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau ‘bukan objek pajak, ~dan/atau harta dan
‘kewajiban sesuai dengan ketentuan - peraturan perundang-
~Uhtangahperpajakan. R

22.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat

v

SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. _

23.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah bukti; pembayaran atau penyetoran pajak yang telah

 dilakukan ‘dengan ‘menggunakan formulir atau teiah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran
‘yang ditunjuk oleh Bupati.

'24.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD: ‘adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besafnya jumlah pokok pajak yang terutang.

25.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya

7 disingkat* - SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
membéritahtkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang
‘térutang kepada Wajib Pajak.

- o6.Surat'Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan besarnya jumiah'pokok pajak, jumlah kredit pajak,

,,,.EB_&?_Amw:qm._._nms.ﬁ.macmﬁmu: pokok pajak, besarnya sanksi

- ‘administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
27.Surat Ketetapan ‘Pajak Daerah’ Kurang Bayar Tambahan yang
. selanjutnya disingkat' SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak
- - 'yangmenentukan tambahan ' atas ‘jumiah pajak yang telah
%&%_A%._ et foe

28, Surat Ketetapan...........

-9=

mm_. MMWW zxmwmhmﬂﬂa Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
uowox_ m%m me%mqu_wwﬁw_um% pajak yang menentukan jumiah
okok pajak: bes a dengan jumlah kredit paj
mm m&mx tidak terutang dan:tidak ada ‘x_,maw pajak. redit pajak atau
;e uawﬂmx_wmﬁmﬂmmmww M_w_u.mx%mmar Lebih Bayar yang selanjutnya
oo ulsingkat - SKPDLB,. - adalah . surat. ketetapan ajak
mem:ww_wmm bmﬂmm:%m_mgﬂm: pembayaran Mnmmmx r%.%m _.:wm__mm
lebih besar daripada pajak yang terut
mm_,_mEm:xm tidak terutang. paca nm_mx <m:mh terutang atau
wo.wmmﬂﬂs.ﬂww_ww:cwﬂmx Umwmmmw yang selanjutnya disingkat STPD
ah sur melakukan tagih i : i
a1 MQB_”:_MEE berupa bunga am:\mﬁmw ammmaﬂm_mx danfatau sanksi
.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat kepuft
| eput
m,.ﬂavmﬁc_xmn kesalahan tulis, kesalahan rzcﬂacmwms.ﬁwm
e m__mcma penerapan ketentuan tertentu _am_mg. peraturan
mﬂﬂmm m%m.:sam:om: perpajakan yang terdapat dalam SPPT
oD PDKB, SKPDKBT, DKPDN, SKPDLB, STPD, mEmm
" w=wm~ cﬂwﬂ qu%mvmﬁmm_wm atau Surat Keputusan Keberatan
. N Keberatan adalah surat keput .
Mﬂc%mmﬁs ternadap SPPT, SKPD, mxﬁcxmw:mmﬂdo_wmﬂm
.ﬁmq:maw_w M%%m%oﬂﬂmﬁﬂm: Pajak Daerah Lebih Bayar mﬂmm
ert gan atau pemun i iga
ko e o ata p gutan oleh «u_xmw ketiga yang
33.Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas

- banding terhadap Surat K AR
~oleh Wajib nm_.mxw 't Reputusan Keberatan yang digjukan

~ '+ 34.Pembukuan. adalah suatu proses pencalatan yang dilakukan

Secara teratur untuk mengum i
uk pulkan data dan:info i
mmmmﬁ@%ﬂmﬁ%m@;q:w_ﬁrﬂ:::m;m. kewajiban, modal um:o:%mw_mmm_.._
, a jumlah: -harga perolehan d .
barang; .atau -jasa,: yang -ditutup o oo
a, . 'yang. ‘ditutup. dengan. menyusun |
xmcm:mmz. berupa neraca dan laporan iaba Em%::Ex m__uﬂ.w o
Tahun Pajak tersebut, ‘£ perlode

DI PN . .
. S =
.

35. _um__.wmmwmmmz adalah
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35.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, danfatau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan peméenuhan kewajiban
‘perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam. rangka
melaksanakan: ~ ketentuan °pératuran - perundang-undangan

- perpajakan daerah. D :

36.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya. ;

37.Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil: tertentu di
lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan -penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

38.Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak
yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan
surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. .

39.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biaya penagihan pajak. S .

40.Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan. penagihan

pajak yang dilaksanakan oleh Juru'Sita Pajak Daerah kepada

Widjib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh

tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari

‘semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun

mum.mmmn. e : ' : f i

z

4 i

: , s BAB I 0 o
-+ NAMA, OBJEK DAN:SUBJEK PAJAK. -

Pasal 2 :
Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan

dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
b Pasal 3..........

-1~

o s . . Pasal3 S
| :V_Mwwwrvwm%mwﬁvaﬂg w_wauc:m: Perdesaan dan Perkotaan
o DUl danjatau”bangunan yang dimiliki g i
dan/atau - dimanfaatkan oleh orang pribadi o oSl
: .or badi atau b
kecuali kawasan yang di o e,
~ Recua asa g digunakan - untuk k
_m. | ._mm}mvcamzm perhutanan dan pertambangan; wm“mam: usaha
| umﬂwﬁmcwamx_ms pengertian cm:m::m:...mammmr :
-Jalan lingkungan yang- terletak dalam mm..E
A - - = g x
.w_mmﬂmmwmmsmmvmﬂ_ hotel, pabrik, dan mau_mmmamw::@ﬂww”m
forsoet ;m u .__AmmmEm:_ dengan komplek bangunan
b. jalantol; .. . Lo
+ - ¢. kolam renang;-
d. pagar mewah:;
& tempatolahraga
. 'galangan kapal, dermaga; ' : |
m taman'mewah; - ;:o .
. tempat penampungan/kilang mi i i
iy o u m_ _.,_ m:m minyak, air dan gas, pipa

»

I. menara.

(3) Objek Pajak yang fidak dikenakan P
_ yang enakan Pajak Bumi
Bangunan Perdesas : ok Dok
e, aan dan Perkotaan adaiah objek pajak
a. digunakan oleh* Pemerintah. Pusat
ot oyt $ i : . ' Qm:
. %.mzvmw:@mm_,mmsmvmamzi,mrma Daerah untuk
- digunakan semata-mata untuk melayani k i
. ! epent
umum dan tidak untuk mencari keuntungan, mwﬁmz_w:w”

-+ ¢ di-bidang, ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan

n__aucamﬁ,m:.:mmmosm_ﬂ . :

¢. digunakan untuk kuburan, peninggalan p

\yang sejenis dengan i, o PUCkala, atay

d..merupakan . hutan Jlindung, hutan” suaka alam hutan
wisata, taman nasional, ..tanah.. pengembalaan yang

&Emmm_o@mmmam:;,
dbebari sus gy -, "o Yarg belum

e. digunakan olgh.......... . ..
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e. digunakan oleh ‘perwakilan diplomatik dan konsulat
.cmammmﬁxm:‘mmmm perlakuan timbal halik; amn embada
f.; digunakan oleh badan, -atau. perwakilan m_,_”_,_ Mn
" internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Men
~Keuangan. = - . - L -
ilai . Tidak Kena Paja
mva . Nilai Jual Objek Pajak  Tic ¢ .
@ wmwm.u_mmn sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah}
ntuk.setiap Wajb Pajak. ,
Ecw:cgmx _%m.mmxf Bumi -dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah orang pribadi atau Umaws <.m:w mm«wwﬂm
ta mempunyai suatu hak .mﬁmm umi
wa:wvmﬁodmjﬁamammﬁ atas Bumi, danfatau Boa_mmwm.
menguasai, dan/atau memperolen ~ manfaat  aias
unan;
(2) Wﬂ_wmu Pajak Bumi dan. Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah orang pribadi atau cmaw: <m:w MMMMN
ta mempunyai suatu hak .mﬁw umi
ﬂw%umqo_msusmammﬁ atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh  manfaat atas

Bangunan. |
| BAB Ili
, N CARA
. DASAR PENGENAAN, TARIF, DA
PENGHITUNGAN PAJAK
B V_umm_m_ m

" (1) Dasar gengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
erkotaan adalah NJOP;

(2) mwmmﬂim NJOP sebagaimana aﬂa@wwra pada .mﬂmﬁ G_N
ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, _xmocm: c.nEx oc.ﬁ vm_m:

, teitentu dapat ditetapkan sefiap tahun sesual denga

47 perkembangan wilayah; o

(3) W,Mﬂmw&um:mwmmm:ém NJOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ciatur dalam Peraturan Bupati. a6

e i
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Pasal 6

# Tarif :Pajak Bumi dan. Bangunan, Perdesaan. dan Perkotaan

ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Bumi dan: Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana: dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 8

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan,;
(2) Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan

SPPT atau SKPD:; .

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan
apabila :

a. SPOP tidak disampaikan dalam jangka wakiu
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dan
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana dimaksud dalam Surat Teguran;

- b, Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
ternyata. jumlah pajak yang terutang seharusnya lebih
besar: ‘dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan
SPOP yang disampaikan oleh, Wajib Pajak.

(4) Bentuk,-isi tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT

dan SKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V...cooviiiiicne

—
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BAB IV
TAHUN PAJAK, SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

j i Perdesaan dan
1) Tahun Pajak Bumi dan Bangunan :
0 Perkotaan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun xm_msa.mn
(2) Saat yang menentukan pajak terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah menurut keadaan objek
ajak pada tanggal 1 Januari, . h
(3) wmd_wmxﬂm:m terutang &nc:m& di wilayah Kabupaten Luwu
dimana objek pajak berlokasi.

BABV

ENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT

AN SURAT
EMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, DA
F KETETAPAN PAJAK

Pasal 10

: endataan Pajak Bumi dan Bangunan ﬁmammwms
@ Mmu,cwmmxoﬁms dilakukan dengan menggunakan mvov._u.. .
(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat .S :mqm_m ._M

dengan jelas; benar, dan Mmsmxmn _mmnm a_ﬂm:amw anga !
dan ‘disampaikan kepada Bupati yang wilayah m%mwk
meliputi letak .objek pajak,’ ,mﬂmavmﬁg_.maumgﬁvwv ( __mm
puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya S o
iek Pajak; MR . .
(3) wm__”wxmmsmm: ‘dan tata cara nmnam&m&: ogmw %.m_mw

" gebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat (2) dia

lebih tanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1), Bupati menerbitkan SPPT,

(2 ) Bupati dapat............

(2)

@)
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Bupati.dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal : .

.a.apabila SPOP tidak disampaikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan setelah ditegur
secara fertulis tidak disampalkan sebagaimana

. ditentukan dalam Surat Teguran;

‘b.apabila. berdasarkan . -hasil .pemeriksaan | atau

- keterangan lain ternyata jumiah pajak yang terutang
lebih...besar dari - jumiah . pajak. yang dihitung
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Woajib
Pajak.

Jumiah pajak yang terutang dalam SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak
ditambah dengan denda administratif sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak;

Jumiah pajak vyang terutang dalam SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah selisih pajak yang
terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain dengan pajak yang terutang yang dihitung
berdasarkan SPOP ditambah denda administratif sebesar

. 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang

&)

(2)

terutang. S ,_

R BAB Vi S
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
o , "Pasal AN

Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang dalam SKPD paling lama
30 (tiga puiuh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak,
dan SPPT paling lama 6:(enam) bulan sejak tanggal
diterima oleh Wajib-Pajak; - | -
SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang
menyebabkan jumiah pajak yang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling tama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan;

(3). Pembayaran.........



18-

(3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan
- menggunakan SSPD-di Kas Daerah melalui Bendaharawan
Khusus “Penerima atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati dan
© dicatat pada Buku Penerimaan; = g
(4) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk,
" hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama
1x 24 jam atau dalam wakiu yang ditentukan oleh Bupati;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran
dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Bupati‘® atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk
mengangsur pembayaran pajak yang terutang dalam kurun waktu
tertentu; . T

(2) Angsuran pembayaran pajak yang ferutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan
berturut-turut, T

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk
menunda pembayaran pajak yang terutang sampai batas waktu
yang ditentukan; .

(4) Ketentuan lebihi lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan,
persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan
pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan Bupati.

-~ Pasal 14 -

(1) .,m__cvmz __n_m_uﬂ menerbitkan mﬂvo._wxm. Do :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. wajib pajak :dikenakan ;sanksi “administratif berupa bunga

dan/atau denda. .

+

,. ..Nmy Jumlah Kekurangan......
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(2) Jumiah kekurangan paija _
. ! pajak yang terutan dala
mmwwmum.“ﬂmmm a_mﬁw_mca., W.mnm.. ayat (1) :c:mﬁ a Qmﬂ_ :w_w,w
Htambah dengan sanksi administratif berype
sebesar 2% (dua perseratus) setiap buf: ik apga
. ua pers 2}, setiap bulan unty i
- 1ama 15 (ima belas) bylan sejak saat terutangnya wmﬂ”q@

(3) ,SKPD atau dokumen Jain i na
SKF MoRUmen lain yang dipersamakan i
atau kurang dibayar seteiah jatuh tempom nﬁmhmmﬁww

Pasal 15

(1) Penagihan pajak dilakukan i
terhadap pajak yang teru
mwﬁﬂme_wwvwcaﬁmﬂ_up STPD, mc«mm\ Mmucﬁ“mmw
Boning. , eputusan Keberatan dan Putusan
(2) mc.ﬁmﬁ Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yan
i awal tindakan pelaksanaan _umzmmmrmm

5 pembayaran; : :

(3) Mw_m_m jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran
2 1y Em_.r peringatan atau surat lain yang sejenis, Waijib

' ajak wajib melunasi pajak yang terutang; »

(4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat Jain yang

mmh.m:mmmmc. . i
oo m__._wmamum___smzm a_Bmxmca.nmum ayat @ a_xn_:m%mz

o _q_.@ - Surat Teguran atau mcqmwumm:mmﬁm: atau surat lain yang

mm_.mz,mdmx.ﬁm:m%&msu:ﬁ memuat;
a. nama Wajib Pajak atau Penangqur, jak;
b. cmm.m:_ﬁ utang pajak; ! m@ __._m vm.._mx,
C. perintah untuk membayar;
d. saat pelunasan utang pajak.

{1). Penagihan...... ..
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Pasal 16

} mm:mm_ﬁma._ pajak dapat n_%_mx_c,wm: seketika dan
~ menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran sebaga

dalam Pasal 15 ayat (5) huruf d, apabila:

sekaligus fanpa
imana dimaksud

“a. Wajib  Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan
indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memin
barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam

dah tangankan
rangka

menghentikan  atau mengecilkan  kegiatan usaha yang
dikerjakannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa
akan membubarkan kegiatan
atau memekarkan usahanya
yang dimiliki atau yang dikuasainya a

bentuk lainnya;

d. kegiatan usaha akan dibubarkan at

Kabupaten;

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
usahanya atau menggabungkan
atau memindahtangankan usaha
tau melakukan perubahan

au ditutup oleh Pemerintah

e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung
" Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
Seketika dan Sekaligus, sekurang-

2) Surat Perintah Penagihan
kurangnya memuat:

a. nama Waijib Pajak atau Penanggung Pajak;

b. besarnya utang pajak;
- ¢. perintah untuk membayar,

d. saat pelunasan utang pajak.

3) Surat Perintah Penagihan

. sebelum penerbitan Surat Paksa;

& Ketentuan formal untuk pelaksanaan _ummmm.___..m: Seketika

Sekaligus, dilaksanakan
undangan yang beriaku.

berdasarkan  peraturan perundang-

Seketika dan Sekaligus diterbitkan

dan

(1) Apabila jumiah’ pajak yang.belum  dibayar tidak dilunasi

'

Q)

0]

(2)

)

dalam batas waktu sebagajmana ditentukan dalam Surat

Teguran atay Surat Peringatan atau s i
guran atait Surat Peringatan atau surat |
s, diagh decgen SuratPakss;
upati menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (d

_ ua
uc_m_: .,‘mmﬁ,& hari _kefja sejak Surat Teguran atau m.mc..mﬁ
Peringatan. atau surat lain, <mam._,_mm_mam diterima oleh

Wajib Pajaic; .

Pengajuan ke eratan  oleh *"Waji . i
ju _ _ oleh 'Wajib  Pajak tidak
mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat mumxmm.
- Pasal18

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanj

“elaksanaan pat dilanjutkan den
um:<=mm.: m,.wwm_ci lewat wakiu 2x 24 M.ma_ setelah mmwmm
_ww.xmm n_,._._umzﬁ:cxm.: sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Ketentuan formal untuk pelaksanaan’ um:mw_:mn pajak

dengan Surat Paksa, dilaksanakan peratur.
_ an -
undangan yang beriaku. P perundeng

" BABVII _
 KEDALUARSA PENAGIHAN
S L Pasalte
Hak ¢ untuk' <melakukan penagi an paj jadi
_ intuk’ - melakuk gihan pajak menjadi
kedaluwarsa setelah ‘melampaui waktu 5 (lima) ﬁm“&:
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila

Wajib Pajak melakukan tindak pid I ap
perpajakan daerah; pidana di bidang

(2). Kadalyarsa
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(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ) BAB IX .
pada ayat (1) tertangguh apabila: _ , T
a, diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN
'b. ada pengakian utang pajak dari Wajib Pajak baik Badian Part o

langsung maupun tidak langsung. agian Pertama
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa - Keberatan
" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, _ummmm o1

kedaluwarsa penagihan = dihitung  sejak  tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut;

(1) Waijib Pajak dapat mengajukan k
(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana gajukan keberatan hanya kepada

Bupati atas suatu:

~ dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak a. SPPT:
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai b. SKPD;
utang pajak dan belum melunasinya kepada Dinas yang - c. STPD
mengelola Pendapatan Daerah; ‘ d. SKPDLB;
e. SKPDN;

(6) Pengakuan.utang secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari
pengajuan. . permohonan = angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib

- ... Pajak.. -

f. Pemotongan atay pemungutan pajak oleh pihak keti
berdasarkan  ketentuan xmmmacm_,._ i nmmﬂwﬁhmw.
perundang-undangan perpajakan.

(2) Xmomﬁmﬂ.ms harus diajukan secara tertulis dalam bahasa
mﬁ%ﬂmﬂw_ xama@_m: %mmm:mm alasan-alasan yang jelas

_ g«a waxiu 3 (tiga) bulan sejak tan
mxm_uxm,:mz_uc_xwﬁ SKPDLB ams_ mx_u%%mrwhﬂzw

Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan

bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi

_ - karena keadaan di luar kekuasaannya;

(3) Dalany hal E&_._w Pajak mengajukan keberatan atas
xmﬁmﬁmvmq pajak secara jabatan, Waijib Pajak harus dapat
membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dimaksud -

4) Mww_dmmwﬁmz..dmwmﬁ ‘diajukan apabila Wajib Pajak mm_mw_.

ar paling sedikit sej isetujui

ol vw_.mxw ing sedikit sejumlah yang telah disetujui

(5) Keberatan-- yang tidak memenuhi pers

S - sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat mv_ MMW”MW
o gmsp ayat .(4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan
w1 sehingga tidak dipertimbangkan;. |

Pasal 20

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih fagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan; =~ "

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan
penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas yang
membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;

(3)- Ketentuan lebih lanjut- mengenai tata cara penghapusan

- piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dalam
. Peraturan Bupati.

o £
vu

(6). Tanda Penerimaan........ .




(6)

(7)
(8)

(M

(2)

(3)

(4)
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Tanda penerimaan surat keberatan yang &vm:xm: oleh
Bupati, yang .ditunjuk atau tanda pengifiman surat
keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti

imaan surat keberatan; )
wwﬂm_w_.cm: keberatan tidak menunda st@_cm:
membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
Apabila diminta oleh Wajib Pajak .m_:Ex _Am_um:.:m:
pengajuan keberatan, Bupati wajib awavmzxm:
keterangan secara tertulis rm_-.:m_ yang menjadi dasar
penghitungan pengenaan pajak, pemotongan atau
pemungutan pajak.

Pasal 22

Bupati dalam jangka waktu paling lama ,_.m A.acm belas)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan a_ﬁma.:m.,. harus
memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat berupa mengabulkan mm_cE::E atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah
ajak yang terutang; .
wﬁ_mg_w jangka waktu sebagaimana dimaksud vmum ayat
(1) felah terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu
keputusan, maka permohonan keberatan yang diajukan
dianggap dikabulkan; | . i
xmvmm_mm: keberatan tidak menghilangkan hak Wajib
Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur
pembayaran. o
. Bagian Kedua .
Banding
Pasal 23

ﬁ.u.,im_.ﬁﬁm.h.mx dapat -mengajukan permohonan banding

hahya kepada Pengadilan' Pajak terhadap xmuc:._.mmz
mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati;

(2). Permohonan...........

- (2)

(3).

@)

©)

28

Permohonan banding. sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara -tertylis dalam bahasa

. -Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga)
bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari

surat:keputusan xmvmﬂmﬂmsr,‘. - .
Pengajuan . . permohonan | ~banding  menangguhkan
kewajiban: membayar ‘pajak sampai ‘dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding;
Apabila diminta: oleh- Wajib Pajak untuk keperiuan
pengajuan- permohonan banding, Bupati wajib
memberikan . keterangan secara tertulis hal-hal yang
‘menjadi- dasar Surat Keputusan Keberatan yang
diterpitkan; S CIN
Jumiah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan banding belum merupakan pajak yang
terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
o ‘Pasal 24

Putusan vmsmma:m:. Pajak merupakan putusan pengadilan
khusus dij lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

o Bagian-Ketiga
Pasai mm,

-

(1) Gugatan Wajib Pajak terhadap:

a. pelaksanaan  Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman

wLlelang, . o L

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan
pajak; - S - ,_

1

. ¢.-Keputusan - _<m_6_._ berkaitan %mwm: pelaksanaan

keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam
.- Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22; atau

d. Penerbitan...... ..
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~ - d. penerbitan SKPD atau Surat Keputusan yang dalam

o

(3)

4)

()

(1

penagihan; :

penerbitannya’ tidak -sesuai dengan prosedur atau
tata cara yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan  perpajakan daerah;hanya
dapat diajukan kepada Pengadilan pajak.
Jangka waktu ‘untuk ‘mengajukan gugatan paling lama
14 (empat belas) “hari sejak tanggal pelaksanaan
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak mengikat apabila ‘jangka wakiu dimaksud tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib
Pajak, jangka waktu dimaksud dapat diperpanjang;

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) adalah 14 (empat belas} hari terhitung
sejak chx::Em keadaan diluar kekuasaan Wajib

Pajak; :
Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 {satu)
keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.

" BABX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
ﬁmZQC§ZQ>Z m>z.ﬁm_ ADMINISTRATIF
_ ' Ppasal 26

Bupati karena jabatan atau atas permohonan Waijib

. Pajak dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB atau

SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang
.dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau

“kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan

peraturan perundang-undangan perpajakan;

(2). Bupati dapat..........
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(2) Bupati dapat : s

e. mengurangkan

a. mengurangkan atau menghapuskan .sanksi administratif
berupa bunga,, denda, dan kenaikan pajak yang terutang’
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak
atau bukan karena kesalahannya;

b. -mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB
m_%oxmq atan STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak

enar;

¢. mengurangkan atau membatalkan STPD; -

d. Bmacmwm_xm: hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditentukan; dan

. ketetapan pajak terutang berdasarkan

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi

tertentu obyek pajak.

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal

surat permohonan pembetulan diterima, harus memberikan
mec_ﬁcmms atas permohonan pembetulan yang diajukan Waijib
ajak; : ,

(4) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

(5)

©®)

terlampaui Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
nmsc,mﬁcmma yang diajukan dianggap dikabuikan;
Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Bupati wajib memberikan

-keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar

m.a._,_w Bmzo_mxmﬁmc_amzumg_xm:mm_ummmm:um:so:ozmz.im_mc
ajak; T :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara: Umzmcqmsmm_s ‘atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau

‘pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Xh..covveren et
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(2}

(3)

(4)
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(6)

(7
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BAB Xl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 27

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada
Bupati;

mcmmz dalam jangka waktu pafing fama 12 (dua belas) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Bmgcm:wm:
keputusan; ;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui, dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan; .
Apabita Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak @wmacn
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB; , .
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas ketertambatan pembayaran

kelebihan pembayaran Pajak; E

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati. _ v ,

BAB Xl....ccceves

ek

e
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‘BABXH oo
INSENTIF PEMUNGUTAN
-Pasal28 .- - .

'(1) Satuan” Kefja Pefangkat Daerah yang melaksanakan
pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu; - -

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditétapkan melalui “Anggaran ' Pendapatan
dan Belanja Daerah, "~

(3) Tata cara pemberian dan - pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud ‘pada ayat ~ (1) diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[

Kl

N “BABXHI
'KETENTUAN KHUSUS

“. . pasal29

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak
lain segala ~ sesuatu - yang . diketahui - atau
diberitahukan. kepadanya. oleh Wajib- Pajak dalam
rangka jabatan atau pekerjaannya:-untuk menjalankan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah; o

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku juga ferhadap- tenaga ahli yang ditunjuk oleh
Bupati untuk membantu dalam  pelaksanaan
ketentuan peraturan” perundang-undangan perpajakan
daerah; . -~ T

[ B

¢

{3) Dikecualikan dafi........ ..
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3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) adalah : .

a. pejabat dan teraga ahli yang bertindak sebagai saksi atau
saksi ahli dalam sidang pengadilan,

b. pejabat danfatau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati
untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga
negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan
pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar
memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau
tentang Waijib Pajak kepada pihak yang ditunjuk;

5) Unfuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara
pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan
Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat
memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), untuk memberikan: dan memperlihatkan bukti tertulis
dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya;

6) Permintaan - hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
menyebutkan nama tersangka/terdakwa atau nama tergugat,
‘keterangan.* yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana
atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 30

1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik unfuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,
sebagaimana dimaksud dalamb Undang-Undang Hukum Acara
Pidana;

CoonE A (2) Penyidik sebagaimana............

-29-

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud
IR sebagaimana dmaksud pada ayat (1) adalah
wmhmcm.ﬁ pegawai negeri sipil tertentu di _Msmxczmw:
-Pemerintah  Kabupaten yang . diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

,Amv_,,Emém:m:@umrﬁ&x@mam_ mwam,_:m a..._
(1Yadalah: = - 9 imaksud pada ayat
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau laporan berkeénaan denazn ti

; gan at : gan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
wﬁ_mc laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
elas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpuikan keterangan

mengenal orang pribadi atau badan tentan
xmcmnmqm.z Um—ncmﬁs vang dilakukan wm:cccnnwm
dengan tindak pidana perpajakan daerah;

C. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

pribadi atau badan sehubungan dengan {i
pidana di bidang perpajakan daerah; gan findak

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bi
perpajakan daerah; P di bidang

e. melakukan - penggeledahan untuk ‘Emzamvm%m:

bahan bukti pembukuan pencatatan, d

ahan . & , » dan dokumen

Ws_m wmﬂm melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
rsebut; _

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pid i
bidang perpajakan daerah: pana d

g. menyuruh berhenti dan/atau - melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat

: pada saat
Wmaﬂzxmmma mmawzm berlangsung dan memerilsa
enttas orang, benda, dan/at

o atau dokumen yang

h. memotret seseorang
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o . BAB XV
h. memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana di M_ KETENTUAN SANKSI
i erpajakan daerah; - _ o ORI AN
i .MMMM:M@%Q_Q&.::E_Aaamnmmq keterangannya dan diperiksa | Bagian Pertama

sebagai tersangka atau saksi; S o Sanksi >a35__m~_.ww4

i menghentikan penyidikan; dan’ N
bx. Bm“mmxcxm: tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan

N 5

"'Pasal 32 °

\indak pidana di bidang perpajakan daerah, sesuai dengan 1 (1) Penerapan sanksi perpajakan daerah bagi Wajib Pajak dalam hal:
ketentuan peraturan perundang-undangan. peritahukan m a. SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang tidak atau
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) member ' kurang dibayar setelah’ melampaui jangka waktu sebagaimana

i i idi i hasil penyidikannya
dimutainya penyidikan dan Bm.:,\mavm_wm: . yi |
x,mumam «umscaﬁ Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi me_mqm
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. . o

dimaksud . dalam Pasal 16 ayat (1),. dikenakan -sanksi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui
STPD; S

. pembayaran pajak ' yang terutang am:mm:. angsuran dan

,,” penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
Pasal 31 . . ayat(1) dan ayat(3), dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2%
i imaan daerah, atas permintaan Bupati (dua persen) sebulan;
(1) caa,ﬁa.”mmmawﬁ:mgmménm%mmw penyidikan tindak pidana di bidang . diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
wwwwwwxm:mmmm..mr paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan P huruf a dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

j : i ; bulan untuk paling fama* 15 (lima belas) bulan sejak saat
al surat permintaan; . . se bz
(2) wwwmmwmmw: nm:ﬁammmz tindak pidana di bidang perpajakan daerah terutangnya pajak;

sebagaimana’ dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah | d. pengajuan keberatan ditolak atau  dikabulkan sebagian

ii ] i j i kurang dibayar

Paiak melunasi utang pajak yang tidak atau ku
M%_wmﬁmhum: dengan sanksi administratif berupa xm:m_x.mn sebesar
4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau
yang tidak seharusnya dikembalikan.

@ 8

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dikenakan
sanksi berupa .denda” sebesar 50% “(lima puluh- persen) dari
jumiah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi- dengan
pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;
permohonan banding ditolak - "atau -dikabulkan sebagian
sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 23 ayat (1), dikenakan
sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah
pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;

anksi- denda- sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak

i

dikenakan jika Wajib Pajak mengajukan permohonan banding. -

<

Pasal 33........... .



-32:

Pasal 33

Setiap Wajib Pajak yang a.mz_umz wmnm.&m._”

a.
b.

(2

(1)

(2)

menolak untuk dilakukan pemeriksaan ;

memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang

palsu seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan

yang sebenarnya; _ .

tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau

dokumen yang menjadi ‘dasar pembukuan atau pencatatan dan

dokumen lain termasuk. hasil pengolahan data dari pembukuan

yang dikelola secara elekironik atau diselenggarakan secara

program aplikasi on-line; _ :

menolak untuk dilakukan pengawasan; atau

tidak menyetorkan pajak vyang telah dipungut sehingga

menimbulkan kerugian pada keuangan daerah dikenakan sanksi

adminisratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana
Pasal 34

Setiap Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau fidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah-dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun. dan/atau denda: paling banyak 2 (dua) kali
jumiah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan

- SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2. (dua) tahun-atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

LR {3) Tindak pidana...........

s
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(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 35 -

,::amx pidana di E.am:@ perpajakan daerah tidak ditun
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak s:

,m_,ﬁm:m:,\mum_.mxmﬂm:cmﬁmxzsm._‘m:c:_u.
bersangkutan., g ARk : 78

Pasal 36

(1) Pejabat atau tenaga ahfi yang ditunjuk oleh Bupati yar

(2)

3)

(4)

karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibe
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pas
29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidar
xcE:mm: paling lama 1 (satu) tahun dan pidana dend
paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
Pejabat atau ﬁmm_mum ahli yang ditunjuk oleh Bupati yan
dengan sengaja tidak memenuhi kewaijiban ata
seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhiny:
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasz
29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidan:
x:_,.c:@mz paling lama 2 (dua) tahun dan pidana dend:
paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
_u.mscaﬁm: terhadap tindak pidana mmammmmgmmm
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukar
atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;
Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1,
dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah
menyangkut kepentingan pribadi seséorang atau
Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak
pidana pengaduan.

Pasal 37.............
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Pasal:37 S

enda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2),
arta Pasal 36 ayat (1) dan m<mﬁ (2) merupakan penerimaan negara.

o

_ _ Pasal 38

_omEmmm pajak atau sesecrang yang bekerja di lingkungan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau tugas pokok dan
fungsinya memaksa Waijib Pajak dan/atau Penanggung Pajak untuk
memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran,
atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan/atau orang lain,
sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana
sebagaimana dimaksud dalam umﬂméaz perundang-undangan
tindak pidana korupsi;

Petugas pajak yang dalam melaksanakan tugasnya terbukti
melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- BAB XVl......cooee.

s T
—

‘_-&»" CRIAY

—nm._.mz._.C&z _umzc._.c_u

Pasal 39 .
Peraturan Daerah ini-mulai berlaku pada tanggal diundangkan, .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam L.embaran Daerah.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 3 Maret 2011

BUPATI LUWU,
Cap/tid
A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa o )
pada tanggal 3 Maret 2011 ,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM ..
rm§w>x>2 D>mW>I _A>wcmv>._.mz LUwu ._.>Icz 2011 ZOE_Om 2
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_umz._m;m>z
- ATAE . dan pemanfaatannya dippriukan langkah strategis dalam
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  rhenggali © potensi ogmﬁ “pajak “ini guna lebih merambah
NOMOR 2 TA&HUN 2011 <= pendapatan asli daerah daribidang perpajakan.
TENTANG " 4. Sistem, mekanisme, dan tata. cara pelaksanaan hak dan

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN |
PENJELASAN UMUM

1. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau

kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan
yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat
daripadanya, dan oleh karena itu wajar apabila Wajib Pajak
diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan
yang &umammssﬁ kepada Daerah untuk kesejahteraan rakyat
meialui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

Telah diakui bahwa Pajak Daerah adalah salah satu sumber
penerimaan daerah yang sangat penting untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
Uniuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah yang diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan amn peran serta
masyarakat yang semakin meningkat.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Refribusi Daerah, yang mendaerahkan pajak pusat
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j yang
menyerahkan sepenuhnya penanganan dan pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota. Penambahan jenis pajak ke daerah
menjadi sarana penguat dalam menunjang pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
di Kabupaten Luwu sehingga untuk mengoptimalkan pemungutan

Dan Pemanfaatan...............

£y

.

kewajiban perpajakan &m:m mmam&msm menjadi ciri dan corak
dalam vaE_,m: daerah ini am:mm: ‘mehganut sistem official
assessment. va_um:m: tersebut  bertujuan untuk  lebih

" memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib

Pajak, Bms_:wxm_%m: kepastian dan penegakan hukum, serta
mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi. Selain itu,
juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
perpajakan daerah, meningkatkan keterbukaan administrasi
perpajakan daerah, dan meningkatkan kepatuhan secara
sukarela Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sejalan dengan harapan peningkatan pelayanan .3mm.<mqmwm.~
Waijib Pajak, wewenang Bupati yang bersifat teknis m.n_q.z_:_m:mﬁ
dapat dilimpahkan kepada bawahannya, dalam hal ini Pejabat
pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Umm«m? agar
pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani masyarakat
Waijib Pajak dan birokratis dapat dihindari.

Prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum menjadi
dasar pijakan penyusunan Peraturan Daerah ini yang mengacu
pada kebijakan pokok sebagai berikut:

a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka
mendukung penerimaan daerah;

b. meningkatkan pelayanan, xmummﬂ_m: _E_EB dan keadilan bagi

masyarakat Wajib Pajak; = - .
¢. ‘menyesuaikan' tuntutan -perkembangan sosial ekonomi
~ masyarakat Wajib Pajak mm:m um%macm:@mz di bidang

~ teknologi informasi; -+~
d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewsjiban
perpajakan masyarakat Wajib Pajak, dan menunjang usaha
terciptanya aparat perpajakan daerah yang makin mampu dan

bersih.
e. Menyederhanakan............. v
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e.” menyerderhanakan v&wwﬁﬁai:aﬁmm_ perpajakan daeraf;

f. ?m:&.c kemandirian .- dafari pembiayaan daerah dan
uvaﬁ«..mm: pembangunan Emﬁ mcscmﬂ utamanya berasal
dari penerimaan pajak daerah;

_ _um:cm: %mxmm:mxm:im kebj mema vowox tersebut diharapkan

dapat meningkatkan penerimaan daerah seiring semakin
meningkatnya kepatuhan. secara sukarela oleh Wajib Pajak
- dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan membaiknya
iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif;

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian atau istilah yang bersifat
teknis dan sudah baku dipergunakan di bidang perpajakan
daerah yang dimaksudkan untuk mencegah adanya kekeliruan
penafsiran dalam penerapan pasal demi pasal, sehingga dapat
memberikan kemudahan dan kelancaran bagi Wajib Pajak
dalam -melaksanakan  sepenuhnya kewajiban pemajakan
daerabh.

-Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal3 -

><m~ (1)
.. Yang dimaksud dengan wm_..\mmma adalah semua tanah dan
bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan,
-perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak
guna .usaha perkebunan, .tanah vyang diberi hak
pengusahaan hutan dan tanah <m:m menjadi wilayah usaha
pertambangan.

><m.ﬂ ANV ,.“\. ’ FREN | : . ’ - . o
© Cukupjelas.t - ,
Ayat (3)ocen.n.

3%
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan tidak ahﬂmwmcoﬁm: untu
v memperoleh keuntungan adalah bahwa objek paja
: ity diusahakan ‘untuk melayani kepentingan umur
‘dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk menca
keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain da
-anggaran dasar dan anggaran rumah tangga da
yayasan, sosial, kesehatan, pendidikan, da:
- kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertia
.~ ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengal
- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara;
-Di bidang kesehatan, contoh; rumah sakit:
:Di bidang pendidikan, contoh madrasah, pesantren;
:Di bidang sosial, contoh: panti asuhan;
- Di- bidang xmccam<mm: :mmhoam_ contoh: museum
-candi. :
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 4.,
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Pasal 4 Pasal 7
Cukup jelas. Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan Hmaﬂ pajak
dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak
Pasal 5 sebesar xv 10.000:000,00 Ammﬁ:_:: juta rupiah).
Ayat (1) Contoh: - : ﬁ

Penetapan NJOP:dapat dilakukan dengan:

a. perbandingan ‘harga dengan objek lain yang sejenis,
- adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual
suatu objek pajak dengan cara membandingkannya
dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui
harga juainya.

b. Nilai perolehan baru, adalah mcmE um:amxmﬁm:‘_smﬁoam
penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara
menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoieh objek tersebut pada saat penilaian

Wajib _um_mx A Smavc@m_ objek pajak berupa:

Tanah seluas 800 m? amnmm: harga jual Rp 300.000, 00/m?;
Bangunan seluas kEc m? dengan nilai jual Rp 350.000, oo\s
Taman seluas 200 m? dengan nilai jual Rp 50.000, 00/m?;

Pagar sepanjang 120 m am: tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan
nilai jual Rp 175.000, 00/m?.

B

Besarnya pokok pajak yang terutang mamﬁms sebagai berikut:
1. NJOP Bumi: 800 x Rp 300.000,00 = Rp 240.000.000,00
2. NJOP Bangunan

a. Rumah dan garasi

dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan 400 x Rp 350.000,00 = Rp140.000.000,00
berdasarkan kondisi pisik objek tersebut. b. Taman
c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode 200 x Rp 50.000,00 = Rp 10.000.000,00
4 penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan c. Pagar :

pada hasil produksi objek pajak tersebut.
Ayat (2)

(120 x 1,5) x Rp 175.000,00
Total NJOP Bangunan

Rp 31.500.000,00 +
Rp 181.500.000,00

Pada dasamya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun NJOPTKP = Rp _ 10.000.000,00
sekali. Untuk daerah tertentu vyang perkembangan Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp 171.500.000,00
pembangunannya mengakibatkan kenaikan -NJOP yang 3. NJOPKP - = Rp 411.500.000,00

cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan

4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam
setahun sekali.

Peraturan Daerah 0,2% -
5. PBB terutang: 0,2% X Rp 411.500.000,00 =Rp 823.000,00

Ayat (3)
Cukup jelas. Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas. Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 7.... Pasal 10....
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Pasal 10 walaupun sudah ditegur secara tertulis juga tidak
. Ayat (1) - | | . . menyampaikan ‘dalam jangka waktu yang ditentukan
" Dalam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan : - dalam Surat Teguran, Bupati dapat menerbitkan Surat
SPOP untuk diisi dan dikembalikan kepada Bupati atau Pajak - 'secara jabatan. Terhadap - ketetapan ini
Dinas yang menangani pendapatan daerah. A dikenakan mm:xm_ administratif mmvmmm__.:m:m diatur

W dalam ayat @
Ayat (2) , :
Yang dimaksud dengan jelas, dan lengkap adalah : !
Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta | Ayat (3)

dalam SPOP dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak Ayat ini mengatur sanksi administratif yang dikenakan

%m” (1)

menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan daerah
maupun wajib pajak sendiri.

Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai
dengan keadaan yang sebenamya, seperti luas tanah
danfatau bangunan, tahun dan harga perolehan dan
seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan
yang ada SPOP.

Ayat (3)

Cukup jelas

SPPT atas dasar SPOP, namun untuk membantu
wajib pajak, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data
objek pajak yang telah ada.

Ayat (2)

Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Bupati
untuk dapat mengeluarkan SKPD terhadap wajib pajak
yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan
sebagaimana mestinya.

Menurut ketentuan ayat (2) huruf a, wajib pajak tidak
menyampaikan SPOP pada waktunya,

Walaupun........ T

terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, sanksi
tersebut dikenakan sebagai tambahan terhadap pokok
pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak.

Surat Ketetapan Pajak ini, berdasarkan data memuat
penetapan objek pajak dan besamya pajakyang
terutang beserta denda administratif yang dikenakan
kepada wajib pajak.

Contoh :

S Waijib Pajak A tidak menyampaikan SPOP.

Berdasarkan data yang ada, Bupati mengeluarkan
SKPD yang berisi :
o Objek pajak dengan luas dan nilai jual.
o Luas -objek pajak menurut SPOP
e Pokok pajak e = Rp. 1.000.000.-
o Sanksi administratif : =Rp  250.000.-
25% x Rp. 1.000.000,00
Jumlah vmhmx <m:m terutang dalam
m_%_u = Rp. 1.250.000.-

Pasal4............. .-
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Ayat (4) R "~ Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunas
Ayat ini mengatur sanksi administratif yang dikenakan - selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak #mzomm_ %mzam:%
terhadap wajib pajak yang mengisi SPOP tidak sesuai ﬁm : m_u_utm oleh Wajib _um_mx
dengan keadaan yang sebenatnya sebagaimana dimaksud _
dalam ayat (2) huruf b, yaitu 25% (dua puluh lima persen) _ . 00:3:
dari selisih pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan Apabila SPPT %mzam o_mr Emzw Pajak »m:m@m_ 1 Aprii 2009
atau keterangan lain dengan pajak terutang dalam SPPT _ maka jatuh tempo pembayarannya mam_m: tanggal 3¢
yang dihitung berdsarkan SPOP yang disampaikan oleh m September 2009.
wajib pajak. | Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunas
Berdasarkan SPOP ditetbitkan SPPT = Rp. 1.000.000.- __ selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Szmum_ diterimanye
Berdasarkan pemeriksaan pajak yang ,_ SKPD oleh Waijib Pajak.

Seharusnya terutang dalam SKPD = Rp. 1.500.000.- __

Selisih = mﬂﬁ 500.000.- Contoh: i

Denda administratif : Apabila SKPD diterima oleh Wajib Pajak tanggal 1 Maret 2009
25% x Rp. 500.000.- =Rp. 125.000.- : maka jatuh tempo pembayarannya adalah ﬁmsmmm_ 31 Marel
Jumlah pajak terutang dalam SKPD =Rp. 626.000.- : 2009.

Adapun jumlah pajak yang terutang

Sebesar = Rp.

1.000.000. Ayat (2)

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) berfungsi mmcmmm_ bukii
pembayaran pajak apabila telah disahkan atau- Bm:amvmﬁxm_\_
validasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Yang tercantum dalam SPPT, mvmg_m belum dilunasi wajib
pajak, penagihannya dilakukan berdasarkan SPPT tersebut.

Pasal 12 .
Ayat (1) s
Dalam hal pemungutan pajak berdasarkan System Official Ayat(3) .
Assessment, pembayaran pajak yang terutang ditentukan _ Cukup jelas.
dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat ketetapan
pajak diterima oleh Wajib Pajak. Batas waktu pelaporan - Ayat (4)
SPTPD dan pembayaran pajak yang terutang dengan Cukup jelas.

menggunakan sistem Self Assessment, paling lama 15 (lima
belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pajak yang...

Pasai 13......
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Ayat (1)

Kelonggaran mengangsur pajak yang lerutang termasuk
sanksi administratif diberikan dengan berhati-hati untuk
paling banyak 5 (lima) kali angsuran dan jatuh tempo
pelunasan.paling lama 10 (sepuluh) bulan

dan hanya. diberikan kepada Wajib Pajak vyang
pemungutan pajaknya System Official Assessment.
Pemberian angsuran harus dituangkan dalam Surat
Perjanjian Persetujuan Angsuran di atas kertas bermateri
secukupnya dan menjadi dasar penerbitan keputusan
Walikota atau Pejabat.

Ayat (2}

Cukup jelas.

Ayat (3)

Atas permochonan Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat
dapat memberikan persetujuan untuk  menunda
pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan
pembayaran pajak yang masih harus dibayar dan sanksi
administratif meskipun tanggal jatuh tempo telah
ditentukan.

Penundaan pembayaran pajak yang terutang termasuk
kekurangan pajak yang masih harus dibayar dan sanksi
administratif diberikan dengan berhati-hati untuk paling
lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib
Pajak yang benar-benar sedang mengalami Kesulitan
likuiditas.

Ayat (4)

Pasal 14

Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

S _ Ayat (2)....cornen.

e

Ayat (2):
Cukup Jelas

Ayat(3) - - N
Cukup Jelas | ‘

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penagihan um_mw adalal
serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunas
utang pajak dan biaya penagihan dengan menegu
atau memperingatkan, melaksanakan penagiha
seketika dan 'sekaligus, memberitahukan surat paksa
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan
melaksanakan penyanderaan, menjual barang yan(
telah disita.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalat
surat yang dipersamakan dengan surat teguran atat
surat peringatan.
Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatut
tempo pembayaran.

Ayat (3}
O:xcu _m_mw

><mﬂ “4)
Cukup wm_mw.

CAyaty

Cukupijelas; =+ = S

Pasal 16
_Ayat(1)

Yang dimaksud........ .
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Yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus
adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh
Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang
pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) :
Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus adalah surat
yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah

kepada petugas Jurusita untuk melakukan penagihan pajak
seketika dan sekaligus.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dapat

dijadikan dasar untuk melakukan penagihan pajak dengan
surat paksa.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan apabila
Waijib Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal

jatuh tempo pembayaran dan setelah. jangka waktu 21 {dua

puluh satu) hari Surat Teguran atau surat peringatan atau surat
lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak
tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak atau penundaan
pembayaran pajak.

Ayat (3)......0.00..
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) .-
Jangka waktu 2 x 24 jam dimaksudkan untuk :._msc.m_
kesempatan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajal
melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Sura
Paksa yang bersangkutan. . :

Avyat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1) - .

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkar
untuk memberi kepastian hukum kapan -utang pajal
tersebut tidak dapat ditagih lagi. Kedaluwarsa penagihar
pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak STPD, SKPD, SKPDKB
SKPDKBT, SPPT diterbitkan. : :

Dalam ha!l Wajib Pajak mengajukan permohonar
pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan. _Amﬁum.m
kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejat
tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Sura
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusar
Peninjauan kembali. .

Perhitungan kedaluwarsa penagihan pajak tersebut di atas
tidak: ‘dapat diberlakukan kepada Wajib Pajak apabilé
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Ayat (2}
Cukup-jelas.

Ayat (3) S
Cukup jelas.

Ayat (4).....oo..... s
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Ayat (4) Huruf a
Cukup jelas. " Cukup jelas. -
Ayat (5) - Huruf b o
Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 20 g Hurufe
Ayat (1) - | . ._, . Cukup jelas,
Cukup jelas. : Hurufd o
S . Cukup jelas.
Ayat (2) _ . Huruf e |
Permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas Cukup jelas.
yang membidangi Pendapatan Daerah harus menjelaskan Huruf .
alasan-alasan penghapusan dan upaya-upaya yang telah. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang
dilakukan. - pribadi atau badan menurut Peraturan Daerah ini atau
Berdasarkan permohonan penghapusan, Bupati dapat .7 yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pemotong atau
menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp w.,_ - pemungut pajak.
500.000.000.- (lima ratus juta rupaih), sedangkan untuk ) -
"penghapusan piutang pajak di atas Rp 500.000.000,- (lima Ayat (2) . o . ]
ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat Alasan-alasan yang jelas disini bahwa _.'me_u Pajak dalam
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ‘mengajukan keberatannya harus disertai dengan data atau
Luwu. buki bahwa jumlah pajak terutang atau
; : . © " pemotongan/pemungutan pajak yang ditetapkan oleh Bupati
oo Ayat(3) : -7 tidek secarabenar. .
Cukup jelas - * Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam
S : __ waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Wajib Pajak atau
Pasal21 « ..o sejak tanggal pemotonganfpemungutan pajak dengan
Ayat (1) _” . maksud agar Wajib Pajak mempunyai wakiu yang cukup
~ Apabilas Wajib Pajak berpendapat bahwa jumiah pajak : . memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta
dalam-surat . ketetapan pajak dan pemotongan atau . alasannya, . R
‘pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib "~ . Apabila ternyata bahwa batas wakiu 3 (tiga) bulan tersebut
Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati _ tidak dapat dipenuhi onmm._ Wajib Pajak karena keadaan di
yang menebitkan surat ketetapan pajak. 5 % luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur), tenggang waktu
Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan
dari ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumlah + untuk diperpanjang oleh Bupati.

yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

.

Hurufa.......... Ayat3.......coeen e
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1

Ayat (3) _ | Ayat®). - = | keberatan dengan
Ketentuan ini mengharuskan Wajib Pajak untuk dapat .. ‘Agar Wajib Pajak “am..vm» anxcmcﬁ‘,:mﬁ o imﬁm
membuktikan atas ketidakbenaran ketetapan pajak secara alasan yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk me i
jabatan. . dasar pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan

pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena. itu, Bupati

Surat Ketetapan Pajak secara jabatan (ex officio) diterbitkan berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut.

karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) meskipun telah m
ditegur secara tertulis. Apabila Wajib Pajak tidak dapat
membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara
jabatan maka keberatannya ditolak.

Pasal 22
Ayat (1 , ) ,

Y ._mmwsmamn surat keberatan yang diajukan oleh Wajib _um_mx_

: kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan
kepada Bupali dengan ketentuan batasan Em_.AE

A , m penyelesaian keputusan atas keberatan E..Q.u Pajak

ditetapkan paling lama 12 (dua pelas) bulan sejak tanggal

surat keberatan diterima. .

Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan

atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu

kepastian hukum bagi Wajib Pajak selain terlaksananya

administrasi perpajakan daerah.

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan
keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih
dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah
disetujui Wajib Pajak, dan pelunasan tersebut harus
ditakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Ayat (5)
Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan ><m.n%w8v jelas.
surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan
tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan. Ayat (3) -
Ayat (6) _ . Cukup jelas.
_‘ Ketentuan ini diperlukan dengan maksud agar Wajib Pajak Ayat (4)
tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak Cukup jelas
yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan S
sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah. Pasal 23
o o o Ayat ()
Cukup jelas. =~ | o | o ‘ Oc_x:v. _m E——
Cukupjelas.: - & .

Ayat (8).mrenne. 3 . AYat (3).rrerer
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Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bagi Wajib Pajak yang
mengajukan banding, dimana jangka waktu pelunasan
*"pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
‘Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan
sanksi administrasi berupa bunga tidak diberlakukan atas
jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
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Dengan demikian, lelang tidak boleh dilaksanakan sebe
lewat 14 (empat belas) hari sejak pengumuman..lek
Apabila dalam jangka = wakiu dimaksud W
Pajak/Penanggung Pajak tidak mengajukan gugatan m
hak: Wajib - Pajak/Penanggung - Pajak - untuk  menggt
dinyatakan gugur. : - o

keberatan. | Ayat(3)
Ayat (4) . , o:xc_u jelas.
Cukup jelas. _._ Ayat ()
Ayat (5) . : ¢ Cukupjelas.
Cukup jelas. e e
Ayat (5)
Pasal 24 ST e ; .
Cukup jelas. | o Ow_éu,hm“mm.
Pasal 25 Pasal2s .
Ayat (1) S Avat(h)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada
Waijib Pajak/Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan
kepada  Pengadilan Pajak dalam hal  Wajib
Pajak/Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan
penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa,
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman
Lelang.

Ayat (2)

Jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan
gugatan dianggap memadai dan telah sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Pengadilan Pajak. Jangka
waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Paksa
dihitung sejak pemberitahuan - kepada  Wajib
Pajak/Penanggung Psajak, untuk sita dihitung sejak
pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan untuk lelang
dihitung sejak Pengumuman Lelang.

Pengurangan yang dapat diberikan berupa penguran
pokok pajak yang merupakan perkalian antara tarif pe
dengan dasar pengenaan pajak. S
Pengurangan pokok pajak dalam pasal ini diberikan
Bupati berdasarkan alasan-alasan yang am.ua diterit
* setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pa

Contoh:

Pemberian pengurangan bagi -kepentingan _m.omwm_ K

¥ ‘keagamaan 'yang tidak bersifat ~ komersial, deny
pengecualian bagi Wajib Pajak yang pemungutan pajaki
ditetapkan berdasarkan Sysfem Self Assessment m:
pengurangan tidak dapat diberikan.

Keringanan.............
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Keringanan diberikan pada dasar pengenaan pajak yang akan
digunakan untuk menghitung besamya pokok pajak. Wajib Pajak yang
telah mendapat putusan pemberian: . _

keringanan dasar pengenaan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak
dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan
pokok pajak untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

Pemberian keringanan yang dimaksud pada pasal ini berdasarkan
pertimbangan Bupati pada suatu keadaan tertentu, yang diberikan
setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak
atau pokok pajak.

Pemberian persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak
yang terutang kepada Wajib Pajak adalah merupakan bagian dari
Keringanan Pajak. .

Bupati karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak baik
sebagian atau seluruhnya kepada Wajib Pajak atau terhadap objek
pajak tertentu berdasarkan keadilan dan azas timbal balik {reciprocitas).
Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas keadilan
adalah ditujukan bagi Wajib Pajak golongan ekonomi lemah.

Contoh: 4 S

Wajib Pajak Restoran yang beromzet Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta)
per tahun dibebaskan dari pengenaan pajak.

Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas timbal

balik adalah perlaktan yang sama berdasarkan Konvensi Wina Tahun
19861.

Contoh: e e e e e o
Pembebasan Pajak: Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik
pada tempat-tempat yang digunakan oleh Korps Diplomatik.

Ayat(2).............
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Ayat(2)
Cukup jetas.

Ayat (3}
Cukup jelas.

Pasal 27

..— - s

><mﬂrm:wcx pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Waji

Pajak  harus mengajukan  permohonan denga

menyebutkan sekurang-kurangnya:

a. NPWPD;

b. masa pajak;

c. besarnya kelebihan pajak; o

d. dokumen atau keterangan Yyang menjadi das:
pembayaran pajak; ) .

e. perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.

Permohonan pengembalian xm_muwsm..:_ pembayaran paja
diproses setelah terlebin dahulu %m_ﬁwm: pemeriksaa
kepada Wajp Pajak untuk -mengetahui. kebenaran ata
permohonan tersebut. : :

> m.ﬂ N - ‘ o . ., i .
Y _.A_:uéx menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak da

ketertiban administrasi perpajakan n_mmﬂm:_ ..‘cmﬁmm wakt
penetapan keputusan pengembalian kelebihan pembayara
pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) ar_m,i ..m,mhm
tanggal diterima permohonan. o

e %mv_ms,_,.sm,_ hatas waktu 12 (dua belas) bulan terlampau
* tetapi Buapti belurh, membérikan keputusan, permohona
Waijib Pajak dianggap dikabulkan. .

Dengan...........



-..mm..

>

_um:mm: a._.m_:o@m_u dikabulkannya permohonan Wajib Pajak,
Bupati wajib menerbitkan SKPDLB dalam waktu paling lama

1 (satu) bulan setelah berakhimya batas waktu pemberian
keputusan.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat'(5)
Cukupjelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7}
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan alat
kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
Smacam:m. Bmmmwm_‘_ _acm:mm:

><mn Aww S A
Oc_En _mﬁmm

Pasal2g v

Ayat (1) ‘, o ;
Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang
melakukan tugas di U_amzm perpajakan. daerah dilarang
H_amzmmsmxmu_ﬁ: kerahasiaan <<me Pajak «m:u menyangkut
masalah nm€£mxm: amm_,m_._ m:ﬁmﬂm lain:

Laporan...............

gres
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a. laporan omzet pendapatan dan/atau setoran pajak yang
- tertuang dalam. SPTPD, dan _m_?“m_: yang dilaporkan
oleh <<m__c _um_mx

b. data yang a_nma_ma dalam mmzmw.m pelaksanaan
pemeriksaan; . L .

c. dokumen dar/atati amﬁ <m:m aﬁm«o_mz dari pihak ketiga
- yang bersifat rahasia; "

d. dokumen danfatau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan
_ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang
_. “..__um_,.xm.smm? .

><m~ (2) :

Para m:_m mmumn_ m:__ bahasa, akuntan, dan pengacara yang
- ditunjuk oleh -Bupati  untuk membantu pelaksanaan
peraturan nmE:am:o-z:am:am: perpajakan daerah adalah
samia dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk
_ijmcsmxmvxmz kerahasiaan <<m=c Pajak sebagaimana
as._mwm:n_ umgm m<mﬁ {1).

i

><mﬁ 3
xmﬁmqmsom: yang- am_u.& m_umzﬁmzcxmz adalah identitas Waijib
Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan
daerah.

identitas Wajib Pajak meliputi:

4.5 Nama Wajib Pajak; - -

2. :Nomor-Pokok Wajib _um_mx e

3.1 Alamat Wajib _um_m_aﬁmzmzuu::n _umhm__n .
4. Alamatkegiatan usaha; ‘
-5, Jenis kegiatan‘usaha Wajib- Pajak.’

.ﬁ u
i F

[EH

Informasi......cceeevenn
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)
i .

_.&o:smw:mzmcma:mﬁcsca_ ”mnﬁmnmvmam_mxmzamm_‘ms
meliputi: - N_

- 1. penerimaan pajak secara global;

2. penerimaan pajak per jenis pajak;

><mﬂwm:ﬁcm= ayat ini merupakan pembatasan am_., penegasan
bahwa keterangan perpajakan daerah yang diminta hanya
mengenai perkara pidana atau nm”amﬁm 6:5.”_@ perbuatan
atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan daerah

3. jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

4. register permohonan Wajib Pajak; _ 30

5. tunggakan pajak secara global. vm_mw_, ) : - . . S

Y Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu  di - lingkungan

Ayat (4) N Pemerintah Kota yang diangkat sebagai %&a_xms%r

Untuk kepentingan daerah, misalnya. dalam rangka : pidana di bidang _um:um_mwm.ﬁ ﬂmmwm*ﬂr ommwzmgwwmzww%

penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan berwenang adalah uma\_m._x ﬁm:awwu dana di bidane

kerjasama dengan Instansi Pemerintah  Provinsi/ perpajakan daerah. Penyi __w_.. Bmsczm ketentuan yang

Kabupaten/Kota lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau 4 perpajakan daerah a__mxmamsm mmcxca Acara Pidana yang

tentang Wajib Pajak dapat diberkan atau diperiihatkan . diatur dalam Undang-Undang Huk ! =

kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Bupati. berlaku. ‘

Dalam surat izin yang . diterbitkan oleh  Bupati harus

dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, | Ayat(2)

dan nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan 5 Cukup jelas. | | .

untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti 3 @) . S .

tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tertulis i Ayat L o bat Pegawai Neger

i - ipanc g Pada ayat ini diatur wewenang Pejabat Peg

m“w_ﬂch_mmﬂ mmmwmw terbatas dalam hal-hal yang dipandang Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebaga

idik tindak pidana di bidang perpajakan daerah
w%%qﬁ_m:x _‘_._.mwmxc_wm:ﬁm.mﬁﬁm:.%@:ﬁmmm: tersebut dapa
Ayat (5) L . " dilakukan, baik terhadap wm.‘mwm _u_m_.@m.ﬂmw maupun tidat

Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan i . bergerak, termiasiik rekening ‘bank, piutang, dan sura
dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak dan/atat
dengan masalah perpajakan daerah, demi kepentingan . pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
peradilan, Bupati memberikan izin pembebasan atas ) . L
kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas
permintaan tertulis hakim ketua sidang.

- Cukup jelas.- . C
Pasal 31.......... .

T Ayat (BY.......ovvvvevee.




-2+

Pasai 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Ketentuan pasal ini mengatur pengenaan sanksi administratif
berupa denda dan kenaikan adalah dengan maksud untuk
kepentingan tertb administrasi perpajakan daerah dan
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi

*

kewajiban perpajakannya.
Sanksi administratif berupa kenaikan merupakan suatu jumlah

proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang
tidak atau kurang bayar.

Ayat (1)

Huruf a

Pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang
melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal
12 ayat (1), dikenakan sanksi 2% (dua persen)
sebulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu
tersebut sampai dengan pembayaran atau penyetoran

pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

Hurufb

~ Ayat®ini mengatur pengenaan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan bagi
Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur dan

menunda pembayaran pajak.
Contoh: TP ST :
a. Wajib Pajak mempunyai kewajiban pajak yang
ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebesar
Rp 3.500.000,00 yang diterbitkan pada tanggai 1

Maret 2010 dengan batas akhir pelunasan tanggal
31 Maret 2010.

Wajib pajak..............

83

Wajib Pajak  tersebut &nm&&mrxm: untuk
mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 5
(lima) bulan dengan jumlah yang @mu sebesar Rp
700.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga
untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:

. “angsuran ke-t : 2% x Rp 3.500.000,00

- . =Rp 70.000,00

- angsuran ke2 : 2% x Rp 2.800.000,00

= Rp 56.000,00

- angsuran ke-3 : 2% x Rp 2.100.000,00
= Rp 42.000,00

- angsuran ke<4 : 2% x Rp 1.400.000,00
= Rp 28.000,00

- angsuran ke-5 2% X Rp 700.000,00
= Rp 14.000,00

+'b,  Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam :c_.c.m a
diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak
--...*  sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010.

. Sanksi. administratif berupa bunga atas penundaan
pembayaran . surat ketetapan pajak tersebut
sebesar 5 x 2% x Rp 3.500.000,00 = Rp
350.000,00. -

Huruf ¢ )

“Merupakan - ketentuan yang mengatur pengenaan

" ‘sanksi-administratif - berupa bunga atas STPD yang
~ diterbitkan karena: © - |
L a. pajak ﬁmsc:_am;.mws_ﬁam__mmﬂm; kurang dibayar;
" b. penelitian terhadap. SPTPD yang ternyata terdapat
.- -salah tulis danfatau salah hitung yang
* menyebabkan jumlah pajak yang terutang kurang
bayar.

Huruf d............ -




_ Dalam hal keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian
dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan
banding, jumiah pajak berdasarkan keputusan
.keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surat
Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak
melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen). '

Contoh:

Untuk tahun pajak 2009, . SKPDKB dengan jumlah
pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp
5.000.000,00. diterbitkan terhadap Wajib Pajak, Baso
Daeng - Ngassing. Dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan, - Baso  Daeng Ngassing hanya
- menyetujui-pajak ' yang harus dibayarnya sebesar Rp
3.500.000,00 ‘dan telah melunasi sebagian SKPDKB
‘tersebut sebesar Rp- 3.500.000,00 dan kemudian
mengajukan keberatan kepada Bupati.

Dengan berbagai pertimbangan, Bupati mengabulkan
sebagian - keberatan- Baso Daeng Ngassing dengan
jumiah pajak yang masih vharus  dibayar menjadi
~_sebesar Rp Pmoo.ooo.oo. Dalam hal ini, Baso Daeng

" "Ngassing tidak ‘dikenai sanksi administratif berupa

bunga, tetapi-dikenai sanksi'sesuai dengan ayat ini,
yakni sebesar 50% X (Rp 4.200.000,00 - Rp
3.506.000,00) = Rp wmo.ooo.caw

Hurufe.............

B

Huruf e

: » (1] - 0 —mx
Dalam hal permchonan banding <<m_._c Pajak dito
atau dikabulkan sebagian, jumlah. vm__m.x berdasarkan
Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang ﬁm_mz.
dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi

.. paling lama. 1 {satu) bulan sejak tanggal penerbitan

i i . : ksa
Putusan Banding, dan ﬁm:mumzw_: am.:umq Surat Pa .
akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi
utang pajak tersebut. - e .
memmgw&m itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif
c_mEvm denda . sebesar \_ooﬂxu. @mmqum persen)
sebagaimana dimaksud pada ayatini. . -

. Contoh: _

tahun pajak 2009, SKPDKB dengan jumlah
MMML” Wm:m vahmwm: harus &Umﬁﬁ m@ummmq Rp
5.000.000,00 diterbitkan terhadap Wajib Pajak, Baso
Daeng Ngassing. Dalam umgcm:_m.mm..:. m,..m?q hasit
pemeriksaan, ' Baso Daeng Ngassing hanya
menyetujui pajak <m:o,:m2m.9cmxm§<m._ _,mm_._ummm_. Rp
3.500.000,00 dan telah melunasi sebagian SKPDKB
tersebut sebesar Rp’'3.500.000,00  dan kemudian
mengajukan surat keberatan: Bupati Bm:mmacﬁmﬂ
sebagian keberatan Wajib, Pajak amamm: jumiah paja
yang: masih. harus - dibayar menjadi - sebesar Rp
420000000 ;. o
Selanjutnya Waijib. Pajak.. mengajukan permohonan

~_banding.dan oleh.. Pengadilan Pajak diputuskan

.besarnya . :. . pajakyang masih harus dibayar
“menjadi sebesar ~ Rp3.900.000,00.
Dalam hal ini baik sanksi maa_:_mqmﬂ_.ﬁum,_,cmm bunga
sebesar 2% (dua-persen) sebulan- ﬂ_amw Qx.mz.mxmq.
Namun,: ..,.Emwm,__u Pajak;; dikenai sanksi - administratif

~ berupa denda yaitu sebesar.100% x (Rp.3.900.000,00

- mw‘w.mco.cocbov_m Rp 400.000,00.
Ayat2....... -
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Ayat (2)
- Cukup jelas.

Pasal 33 ¢ .

Pengenaan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 400%
(empat ratus persen) dari pokok pajak yang terutang merupakan
konsekuensi logis dari fakta kenyataan atas ketidakpatuhan
Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya mengisi atau
menyampaikan SPTPD secara tepat wakiu serta untuk
memenuhi permintaan Bupati bagi keperiuan pelaksanaan
pemeriksaan sehingga menimbulkan kesulitan petugas

pemeriksa pajak dalam memperhitungkan jumiah pajak terutang
yang sebenarnya. ,

Pasal 34

, perpajakan dikenai

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan
oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi
perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan
~surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak Daerah,
sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang
sanksi pidana.

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini
bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan
merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

' Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya

kesadaran Wajib-Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan

. " - seperti yang ditentukan'dalam Peraturan Daerah ini.

e

Ayat (1) o

t wet Kealpaan yang dimaksud dalam - pasal ini berarti tidak
77 sengaja, laldi, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan
00T kewajibarinya - séhingga-  perbuatan

, ¥ [ tersebut  dapat
menimbulkan kérugian‘pada pendapatan daerah.

Ayat (2)............ .

U Ayat@
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2

><mﬁ%mwccmﬁm: atau tindakan sebagaimana .ama.mxmca. am,ma
pasal ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai mmnxw_
yang berat mengingat pentingnya -peranan penerimaan
pajak dalam penerimaan daerah.

Avyat (3)
Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

><mﬂm.,__awcx menjamin bahwa kerahasiaan amnmm.:mm perpajakan
tidak akan diberitahukan kepada -pihak lain dan supaya
Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan Emw
ragu-ragu, dalam rangka om_mxmm_._mm_.._ peraturan daerah ini,
perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat atau tenaga .m:_m
yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya

- pengungkapan kerahasiaan ,ﬁmamaﬂ.. .

-+ Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana aﬁmchn n,mam
ayat ini dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, m_amw
hati-hati, atau kurang mengindahkan sehingga kewajiban
Untuk merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang ada
pada ‘Wajib Pajak yang dilindungi oleh peraturan
_umﬁcsamuuwcsmmzmm: perpajakan daerah dilanggar. Atas

T a...xmmﬁmm_.w mmw.m.m.mﬁ_.._. ﬁm_,m_m:, &s&.@i.amumm: _..f_ac_.:m: yang

. wmﬁmaﬁm_. ot Tl

Perbuatan mﬁ.cﬁaamxm@mmwm@&amam dimaksud pada ayat

" ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai mm:.xm_ yang lebih
berat dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang
dilakukan karena kealpaan agar pejabat mwmc tenaga ahli
yang bersangkutan lebih berhati-hati .c:Ew. tidak melakukan
perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.

Ayat (3).e v



o

ﬂmm.,_
« Penerapan sanksi tersebut juga berlaku bagi seseoral
><m~ (8) | yang cw\xm:m di lingkungan Pemerintah Kabupaten yai
chcn jelas. secara melawan hukum melakukan tindakan di I
xmxcmmmm:=<m atau tugas ucxox dan fungsinya deng:
Ayat (4) memaksa Wajib Pajak‘untuk memberikan sesuatu, unt
membayar - atau menerima nmaum<wqm=~ mﬁw_r,_mn mS_M
j mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendirl ‘atat:
Guicup jelas. mﬁm:mxm“oavoxém sehingga menimbulkan kerugian pac
Pasal 37 keuangan amm_‘m_,_.
Cukup jelas. - . o
| Ayat(2) N
Pasal 38 Cukup jelas. :
Ayat (1) Pasal 38
Dalam rangka mengamankan _penerimaan daerah dan Cukup jelas

meningkatkan profesionalisme petugas pajak pada Dinas
yang - membidangi Pendapatan Daerah dalam
-melaksanakan. wmﬁmacm: vmamEqmz vm_am_mxm: daerah ini,
maka ﬁ%mamu nmﬁcmmm pajak yang dengan sengaja
Em:@:sﬁcsoxms diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum Sm=<m~mzocsmxm= kekuasaannya atau tugas pokok
dan_ Ezmm_%m Bmamxm.m Waiib. Pajak untuk memberikan
sesuatu, untuk membayar atau menerima vm:&mﬁ«m:
atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri atau
orang lain sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan
“daerah® diancam® am:mm: umqmsam: vanamzm undangan
N ﬁ_:amw vam:m xoavm_

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN _..m:._ac TAHUN 2011 NOMOR 2

Penerapan........ O
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3. Undang-Undang- Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 48, Tambahan Lembaran
‘Negara . Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kafi diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3984) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1897

._ tentang Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Nomeor 3686

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-

, Undang Nomor 18 Tahun 2000 {Lembaran

" Negara Republik Indonesia Tahun 2000

" Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Nomor 3987);

_. m._.._c‘zam.,zu-c:aw:o -Nomor 10 Tahun 2004
, -1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
T o - ~undangan (Lembaran Negara Republik
| " Indonhesia-Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389); .

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 14 TAHUN 2011

-PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUM! DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN
PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU, ’

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan, maka perlu segera
dilaksanakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

8. Undang-undang............... ..
. 3. Undang-Undang.........




-79-

6.-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 2B Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 .Nomor 130, Tambazhan Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik ‘Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,

©

Tambahan. Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986
tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang
Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1886 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3339);

j. Peraturan.........

ity
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun
2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 2000 Nomor 247,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 ,m.m:cs
2000 tentang Tata Cara Penjualan
Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dart
Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan .m.ucqmﬁ Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 248, ._‘madmsm.:
Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4050);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang  Negara/Daerah {Lembaran
Negara Republik Iindonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4488);

14. Peraturan. Pemerintah Nomor 56 Tahun
" 2005 tentang Dana Perimbangan
_ (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

-~ ¢ * . |embaran Negara Republik indonesia

Nombr 4575);

15 Peratiran Pemerintah Nomor 68 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor iﬁ.
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578); |

16. Peraturan......%. ..
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17.

18.

19.

20.

....NA...

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 fentang Pembagian  Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2007 tentang  Pengelolaan Uang
Negara/Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang  Negara/Daerah  (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemeérintah Daerah Kabupaten Luwu;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penetapan

“>:@mmﬁ: Pendapatan dan Belanja

Daerah © Kabupaten Luwu  Tahun
Anggaran 2010;

21. Peraturan.............
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu ZQEQN
’ Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan !
| Bangunan.Pedesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG
Menetapi@n Wm;xm>2>>z PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan.

Pasal 2

(1) Menunjuk Dinas Pengelolaan Daerah Kabupaten Luwu dengan
berkoordinasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait
sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 1 Peraturan Bupati ini. .

(2) Menugaskan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
lLuwu melakukan koordinasi, monitiring dan evaluasi serta
membuat laporan kepada Bupati Luwu melalui Sekertaris Daerah
terhadap pengelolaan dan pungutan pajak-pajak daerah.

Pasal 3.......... .
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Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa,
pada tanggal 10 Maret 2011

BUPATI LUWU, ,
Capfttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa,
pada tanggal 10 maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU

SYAIFUL ALARS
BERITA _u>mm>x KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 14




